4.1.

1,

4.2,

1.

BAB1V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pasal 17 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/16/PBI/2016 Tentang
Rasio Loan To Value Untuk Kredit Properti, Rasio Financing To Value
Untuk Pembiayaan Properti dan Uang Muka Untuk Kendaraan
Bermotor memberikan dasar legalitas bagi pemerintah untuk melakukan
pengecualian dalam pemberian kredit properti dengan syarat
pemerintah harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan peraturan
perundang-undangan.

Bank Indonesia telah menjalankan prinsip kehati-hatian melalui
proscdur pemilihan calon nasabah, hingga proses pemantauan dan
tindakan yang dilakukan bank untuk mengembalikan nasabah yang
tidak sehat dalam pengembalian kredit menjadi nasabah yang
lancar dalam memberikan kredit, dan prinsip kehati-hatian juga
dijalankan melalui penerapan dari kewajiban bank untuk menaati

Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Saran

Untuk menjalankan DP 0 Rupiah, pemerintah DKI Jakarta harus
memilih untuk mmemberikan talangan terhadap Down Payment atau
memberikan subsidi sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah),
sehingga masyarakat memperoleh kejelasan terkait hak yang diperoleh
apabila menggunakan DP 0 Rupiah.

Pasal 17 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/16/PBI/2016 Tentang
Rasio Loan To Value Untuk Kredit Properti, Rasio Financing To Value
Untuk Pembiayaan Properti dan Uang Muka Untuk Kendaraan
Bermotor bila dikaitkan dengan terhadap program DP 0 Rupiah dapat
dilaksanakan.

Revisi Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/16/PBI/2016 Tentang Rasio
Loan To Value Untuk Kredit Properti, Rasio Financing To Value Untuk
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